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Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang 
tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan memberikan pengakuan akan 
keberadaan masyarakat hukum adat tersebut salah satunya terdapat di dalam 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal dengan 
menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keberadaan sanksi 
adat sebagai bagian dari penerapan hukum pidana adat di lingkungan 
masyarakat adat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai lingkungan 
masyarakat adat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ternyata sanksi 
terkait hukum pidana adat seharusnya hanya diberlakukan terhadap beberapa 
perbuatan tertentu saja dan tidak diberlakukan bagi semua orang. Akan tetapi 
pada kenyataannya masih belum ada kepastian hukum terkait pemberian sanksi 
pidana adat tersebut. Selain itu ternyata sulit untuk menerapkan aturan hukum 
pidana adat di tengah masyarakat adat saat ini. Hal tersebut dikarenakan 
masyarakat sudah banyak yang memahami mengenai keberadaan hukum nasional 
Indonesia serta cukup beratnya sanksi adat yang dijatuhkan terkait tindak pidana 
adat. 
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1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum 
yang salah satu sistem hukumnya adalah 
sistem hukum nasional yang merupakan 
perwujudan dari sistem hukum di dunia 
yaitu sistem hukum Eropah Kontinental atau 
Civil Law System. Konsekuensi dari 
pengadopsian sistem hukum tersebut 
terutama dalam konsep hukum pidana di 
Indonesia menyebabkan Indonesia 
menganut suatu asas yang secara jelas 
tercantum di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana atau KUHP yaitu asas 
legalitas. Asas legalitas yang terdapat di 
dalam KUHP tersebut sebenarnya berasal 
dari ajaran Montesqueu dalam bukunya  
L’esprit des Lois tahun 1748 yang 
mengemukakan ajaran Trias Politica1. 
Kalimat tersebut berbunyi “Nullum delictum 
nulla poena, sine praevia legi poenalle”. 
Adapun makna dari kalimat tersebut yaitu 
Tidak ada seorangpun yang boleh dituntut 
atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu 
aturan hukum yang sudah ada dan berlaku 
terhadapnya. 
Asas legalitas yang menjadi perwujudan 
dari sistem hukum nasional Indonesia yang 
sekaligus sebagai perwujudan dari Civil Law 
                                                             
1 Hilman Hadikusumah,Hukum Pidana Adat, Cet.II, 
Bandung, Alumni, 1984, Hal.12 
System diatur di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 
Keberadaan asas legalitas diharapkan dapat 
memberikan suatu kepastian hukum kepada 
masyarakat Indonesia bahwa segala sesuatu 
yang berlaku di Indonesia harus memiliki 
landasan yang kuat dan termuat dalam suatu 
aturan tertulis sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia.  
Indonesia selain menganut sistem hukum 
Nasional yang memang dominan dalam 
penerapan sistem hukum di Indonesia juga 
menganut dua sistem hukum lain, yaitu sistem 
hukum Islam dan sistem hukum Adat. 
Penerapan kedua sistem hukum tersebut juga 
merupakan perwujudan dari sistem hukum di 
dunia sama seperti sistem hukum nasional 
yang diadopsi dari Civil Law System, maka 
sistem hukum adat diadopsi dari Common 
Law system dan sistem hukum Islam diadopsi 
dari Islamic Law System. 
Sistem hukum islam yang berlaku di 
Indonesia tidak berlaku secara menyeluruh, 
artinya hanya diberlakukan bagi warga 
Negara yang beragama Islam serta tidak 
mencakup seluruh aturan hukum Islam, hanya 
di bidang hukum perdata saja sehingga 
hukum Islam di Indonesia dikatakan 
mempunyai sifat limitative atau terbatas. 
Selain hukum Islam masih juga terdapat 
satu sistem hukum lain yang merupakan 
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adopsi dari Common Law System dimana 
ciri khas dari sistem hukum ini adalah 
sebagian besar aturannya tidak dalam bentuk 
tertulis atau unwritten law. Aturan tersebut 
umunya diwariskan turun temurun dari 
generasi ke generasi secara lisan. Walaupun 
di beberapa daerah ada terdapat aturan 
hukum tersebut secara tertulis akan tetapi 
mayoritas aturan hukumnya tidak termuat 
dalam bentuk tertulis karena disampaikan 
secara lisan atau oral. Aturan tersebut adalah 
aturan hukum adat yang merupakan 
representasi dari masyarakat Indonesia yang 
terdiri dari puluhan bahkan ratusan suku 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
Sebelum Indonesia merdeka dan bahkan 
sebelum secara formal menggunakan sistem 
hukum nasional, bangsa Indonesia yang 
terdiri dari berbagai suku tadi sudah 
mempunyai adat istiadat sendiri yang 
termasuk di dalamnya adalah budaya, 
tradisi, sistem pemerintahan adat dan bahkan 
perangkat aturan adat juga ada di dalamnya.  
Keberadaan masyarakat adat di 
Indonesia diakui oleh Negara dengan dasar 
hukum sebagaimana yang terdapat dalam 
pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang 
disingkat UUD 1945, dimana dikatakan 
bahwa “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang. 
Dasar hukum lain yang mengatur 
mengenai masyarakat hukum adat terdapat 
dalam ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD1945 
yang mengatakan bahwa “identitas budaya 
dan masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan 
peradaban”. 
Pengaturan lain terkait pengakuan dan 
perlindungan masyarakat hukum adat terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Undang-undang tersebut  selain 
mengatur tentang desa juga mengatur 
mengenai pengakuan pemerintah terhadap 
keberadaan Desa Adat. Pemerintah dalam hal 
ini Pemerintah Daerah dapat melakukan 
penataan kesatuan masyarakat hukum adat 
dan menetapkannya menjadi Desa Adat 
melalui sebuah peraturan daerah, dengan 
syarat memenuhi tiga kriteria dari Desa Adat 
tersebut. Kriteria itu yaitu kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya secara nyata masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat 
serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
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Dasar hukum lain adalah melalui 
Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang 
disingkat Permendagri Nomor 52 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang 
merupakan dasar bagi semua Kepala Daerah 
di seluruh wilayah Indonesia untuk 
memberikan pengakuan serta menerapkan 
perlindungan bagi masyarakat hukum adat 
di Indonesia. 
Melalui berbagai aturan hukum yang 
telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut 
bisa diketahui betapa Negara berusaha untuk 
menghormati dan pastinya mengakui 
keberadaan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri 
di dalam berbagai aspek kehidupan 
termasuk di antaranya dalam aspek hukum 
Pidana.  
Masyarakat hukum adat mempunyai 
sistem hukum adat mereka sendiri dan 
bahkan saat terjadi pelanggaran, mereka 
mempunyai aturan hukum berkaitan dengan 
sanksi yang bisa diterapkan kepada anggota 
masyarakat hukum adat yang melakukan 
pelanggaran hukum adat sehingga bisa 
dikenakan sanksi pidana adat. Akan 
tetapi,sebagaimana sebagian besar dari 
aturan hukum adat yang ada di Indonesia, 
aturan hukum adat yang berkaitan dengan 
hukum pidana adat terlebih khusus berkaitan 
dengan penerapan sanksi adat, tersampaikan 
secara lisan dan tidak termuat dalam bentuk 
tertulis atau unwritten law. 
Persoalan lain yang muncul saat terjadi 
permasalahan yang melibatkan orang lain di 
luar anggota masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan akan tetapi terjadi di lingkungan 
masyarakat hukum adat tersebut. Sistem 
sanksi pidana nasional atau sistem sanksi adat 
kah yang akan diterapkan terhadap kasus 
tersebut. Karena sekali lagi, hak-hak 
masyarakat adat diakui selama hak tersebut 
secara nyata masih hidup di dalam lingkungan 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 
Tulisan ini bertujuan untuk membahas 
beberapa hal, yaitu: 
1. Bagaimana keberadaan sanksi adat 
dalam penerapan hukum pidana di 
Indonesia 
2. Bagaimana kepastian hukum terkait 
dengan penerapan sanksi adat 
2. Kajian Literatur 
Penegakan hukum merupakan usaha 
untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep 
hukum yang diharapakan rakyat menjadi 
kenyataan. Penegakan hukum merupakan 
suatu proses yang melibatkan banyak hal2 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa 
penegakan hukum merupakan suatu  kegiatan 
                                                             
2 Dellyana,Shant.Konsep Penegakan Hukum. 
Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32 
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menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan didalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan 
mengejewantah dan sikap tindak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 
menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup. Penegakan hukum secara konkret 
adalah berlakunya hukum positif dalam 
praktik sebagaimana seharusnya patut 
dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 
keadilan dalam suatu perkara berarti 
memutuskan hukum in concreto dalam 
mempertahankan dan menjamin di taatinya 
hukum materiil dengan menggunakan cara 
procedural yang ditetapkan oleh hukum 
formal3 
Faktor faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto adalah: 
1. Faktor Hukum Praktik 
penyelenggaraan hukum di lapangan 
ada kalanya terjadi pertentangan 
antara kepastian hukum dan 
keadilan, hal ini disebabkan oleh 
konsepsi keadilan merupakan suatu 
rumusan yang bersifat abstrak, 
sedangkan kepastian hukum 
merupakan suatu prosedur yang telah 
ditentukan secara normatif. Justru 
                                                             
3 Ibid, hal.33 
itu, suatu kebijakan atau tindakan 
yang tidak sepenuhnya berdasar 
hukum merupakan sesuatu yang dapat 
dibenarkan sepanjang kebijakan atau 
tindakan itu tidak bertentangan dengan 
hukum. Maka pada hakikatnya 
penyelenggaraan hukum bukan hanya 
mencakup law enforcement, namun 
juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum 
sesungguhnya merupakan proses 
penyerasian antara nilai kaedah dan 
pola perilaku nyata yang bertujuan 
untuk mencapai kedamaian.  
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi 
hukum, mentalitas atau kepribadian 
petugas penegak hukum memainkan 
peranan penting, kalau peraturan 
sudah baik, tetapi kualitas petugas 
kurang baik, ada masalah. Oleh karena 
itu, salah satu kunci keberhasilan 
dalam penegakan hukum adalah 
mentalitas atau kepribadian penegak 
hukum  
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Pendukung Faktor sarana atau fasilitas 
pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras, salah satu contoh 
perangkat lunak adalah pendidikan. 
Pendidikan yang diterima oleh Polisi 
dewasa ini cenderung pada hal-hal 
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yang praktis konvensional, sehingga 
dalam banyak hal polisi mengalami 
hambatan di dalam tujuannya, 
diantaranya adalah pengetahuan 
tentang kejahatan computer, dalam 
tindak pidana khusus yang selama ini 
masih diberikan wewenang kepada 
jaksa, hal tersebut karena secara 
teknis yuridis polisi dianggap belum 
mampu dan belum siap. Walaupun 
disadari pula bahwa tugas yang harus 
diemban oleh polisi begitu luas dan 
banyak.  
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum 
berasal dari masyarakat dan 
bertujuan untuk mencapai kedamaian 
di dalam masyarakat. Setiap warga 
masyarakat atau kelompok sedikit 
banyaknya mempunyai kesadaran 
hukum, persoalan yang timbul 
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu 
kepatuhan hukum yang tinggi, 
sedang, atau kurang. Adanya derajat 
23 kepatuhan hukum masyarakat 
terhadap hukum, merupakan salah 
satu indikator berfungsinya hukum 
yang bersangkutan.  
5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan 
konsep kebudayaan sehari-hari, 
orang begitu sering membicarakan 
soal kebudayaan. Kebudayaan 
menurut Soerjono Soekanto, 
mempunyai fungsi yang sangat besar 
bagi manusia dan masyarakat, yaitu 
mengatur agar manusia dapat mengerti 
bagaimana seharusnya bertindak, 
berbuat, dan menentukan sikapnya 
kalau mereka berhubungan dengan 
orang lain. Dengan demikian, 
kebudayaan adalah suatu garis pokok 
tentang perikelakuan yang 
menetapkan peraturan mengenai apa 
yang harus dilakukan, dan apa yang 
dilarang.4 
Kansil menyatakan bahwa Kepastian 
adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan 
atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus 
pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 
kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan 
itu harus menunjang suatu tatanan yang 
dinilai wajar. Karena bersifat adil dan 
dilakansakan dengan pasti maka hukum dapat 
menjalankan fungsinya.5 
Sidharta menjelaskan bahwa kepastian 
dan keadilan bukalah sekedar tuntutan moral 
melainkan secara faktual mencirikan hukum. 
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau 
adil bukan sekedar hukum yang buruk 
                                                             
4 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Penegakan Hukum,Cet.V, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, 2004, hal.42 
5 CST.Kansil, Kamus Istilah Hukum, Bandung, Jala 
Permata Aksara, 2009, hal.385. 
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melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua 
sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri.6 
Menurut Jan Michiel Otto dalam 
SIdharta, suatu kepastian hukum yang 
sesungguhnya memang lebih berdimensi 
yuridis. Karenanya hukum didefinisikan 
sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi 
tertentu: 
1. Tersedia aturan-aturan yang jelas 
(jernih), konsisten dan mudah 
diperoleh (accessible), diterbitkan 
oleh dan diakui karena (kekuasaan) 
Negara. 
2. Instansi-instansi penguasa 
(pemerintahan) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara 
konsisten dan juga tunduk dan taat 
kepadanya. 
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan 
perilaku mereka terhadap aturan-
aturan tersebut. 
4. Hakim-hakim (peradilan) yang 
mandiri dan tidka berpihak 
menerapkan aturan-aturan hukum 
tersebut secara konsisten sewaktu 
mereka menyelesaikan sengketa 
hukum 
5. Keputusan peradilan secara konkrit 
dilaksanakan.7 
                                                             
6 Arief Sidharta, Moralitas Profesi Hukum;Suatu 
Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, Revika 
Aditama, 2006, hal.79-80 
Menurut Rahardjo, ada empat hal yang 
berhubungan dengan makna kepastian hukum, 
yaitu: 
1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia 
adalah perundang-undangan  
2. Hukum itu didasarkan pada fakta 
bukan suatu rumusan tentang 
penilaian yang nanti akan dilakukan 
oleh hakim seperti kemauan baik, 
kesopanan 
3. Fakta itu harus dirumuskan dengna 
cara yang jelas sehingga menghindari 
kekeliruan dalam pemaknaan,di 
samping juga mudah dijalankan  
4. Hukum positif itu tidak boleh sering 
diubah-ubah.8 
Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai 
tatanan social yang dapat dinyatakan adil 
apabila dapat mengatur perbuatan manusia 
dengna cara yang memuaskan sehingga dapat 
menemukan kebahagiaan di dalamnya.9 
Pelaksanaan penegakan hukum dalam 
masyarakat haruslah memperhatikan beberapa 
hal, diantaranya: 
1. Manfaat dan kegunaan bagi 
masyarakat, karena hukumn dibuat 
untuk kepentingan masyarakat 
                                                                                              
7 Ibid, hal.85 
8 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, 
Jakarta, UKI Press, 2006, hal.135-136 
9 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, 
dterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa 
Media, 2011, hal.7 
234   Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 227 -246 
 
 
2. Mencapai keadilan, artinya 
penerapan hukum harus 
mempertimbangkan berbagai faktor 
dan keadaan secara proporsional 
3. Mengandung nilai-nilai keadilan, 
yaitu nilai-nilai yang terjabarkan 
dalam kaidah-kaidah yang mantap 
dan sikap tindak sebagai refleksi 
nilaiu tahip akhir untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup.10 
3. Metodologi Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode doktrinal atau normative research 
melalui pendekatan konsep dan juga 
pendekatan perundang-undangan.  
Adapun sumber dan jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari a. 
bahan hukum primer  berupa peraturan 
perundang-undangan yang terkait serta  
b. bahan hukum sekunder berupa buku-
buku hukum, data maupun dokumen dari 
internet terkait dengan pembahasan yang 





                                                             
10 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu 
Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal.192 
B. PEMBAHASAN 
1. Keberadaan Sanksi Adat dalam 
Penerapan Hukum Pidana di Indonesia 
Christian Snouck Hurgronye pertama kali 
memperkenlakan istilah Hukum adat atau 
adat-recht) pada tahun 1893. Istilah itu 
ditujukannya bagi hukum rakyat indonesia 
yang tidak terkodifikasi. Artinya bagi hukum 
yang tidak terkumpul dan tidak tersusun 
dalam suatu kitab secara teratur dan sistematis 
seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana atau KUHP. Hukum adat sendiri 
merupakan hukum yang  hidup dan 
berkembang dalam masyarakat Indonesia 
sejak lama dengan mendasarkan pada nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat itu baik 
nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli 
dengan nilai-nilai yang datang dari luar dan 
hanya berlaku bagi masyarakat itu saja. 
Sebagian besar dan secara umum, hukum adat 
yang berlaku tidaklah tertulis karena hukum 
adat hidup dalam kebiasaan masyarakat serta 
berkembang dalam tutur kata rakyat indonesia 
disampaikan dengan bahasa oral sesuai 
dengan logat, intuisi dan bahasa daerah 
hukum adat itu hidup. 
Keberadaan hukum adat yang berlaku di 
masyarakat adat pada dasarnya adalah untuk 
mencipatakan suatu keseimbangan antar 
masyarakat itu baik secara individu maupun 
antar kelompok. Hal itu dikarenakan alam 
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berpikir masyarakat adat secara umum 
adalah bersifat kosmis dan selalu 
mengkaitkan keberadaan mereka dengan 
dialam dunia dengan kesimbangan di alam 
kosmis tersebut, artinya harus selalu ada 
keseimbangan antaran dunia lahir maupun 
dunia batin. Jika suatu saat keseimbangan 
antar dunia tadi terusik terutama terusik oleh 
keseimbangan dunia lahir maka mereka 
berpendapat, haruslah ditegakkan hukum 
adat dengan memberikan sanksi adat yang 
berlaku agar nantinya keseimbangan yang 
terganggu tadi dan kembali utuh. 
Penganalogian yang sama bisa 
didapatkan melalui keberadaan putusan 
hakim dalam peradilan saat  terjadi suatu 
tindak pidana. Terjadinya tindak pidana di 
tengah masyarakat merupakan suatu 
keadaan yang menggoncang kehidupan dan 
keseimbangan masyarakat. Oleh karenanya 
saat hakim melaksanakan tugasnya dengan 
mengadili dan menjatuhkan putusan serta 
memberikan sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana yang terjadi di tengah masyarakat 
maka keseimbangan yang tadinya goyah 
masyarakat akan kembali utuh. 
Keseimbangan yang ada baik di tengah 
masyarakat secara umum maupun 
keseimbangan di tengah masyarakat hukum 
adat, keduanya merupakan suatu hal yang 
harus dipertahankan keberadaannya 
sehingga jika keseimbangan itu terganggu 
maka harus dikembalikan pada keadaan 
semula. 
Selama perbuatan itu mengakibatkan 
kegoncangan terhadap keseimbangan dalam 
masyarakat baik peristiwa atau perbuatan itu 
legal atau illegal maka peristiwa atau 
perbuatan itu dapat dipidana. Sebagaimana 
disampaikan oleh Soepomo dalam Hilman 
Hadikusumah, antara perbuatan illegal yang 
dapat dipidana dan perbuatan illegal yang 
hanya mempunyai akibat-akibat di lapangan 
perdata tidak ada perbedaan struktur 11 
Menurut Van Vollenhoven dalam Hilman 
Hadikusumah mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan delik adat atau tindak 
pidana adat adalah suatu perbuatan yang 
tidakboleh dilakukan walaupun merupakan 
sumbang yang kecil saja.12 
Sementara itu, hukum adat pada 
hakikatnya mempunyai corak-corak tertentu. 
Adapun corak yang terpenting adalah :   
1. Corak Religius-Magis 
Menurut kepercayaan tradisionil 
Indonesia, tiap-tiap masyarakat 
diliputi oleh kekuatan gaib yang harus 
dipelihara agar masyarakat itu tetap 
aman tentram bahagia dan lain-lain. 
Tidak ada pembatasan antara dunia 
                                                             
11 Hilman, op.cit, hal.19 
12 Ibid 
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lahir dan dunia gaib serta tidak ada 
pemisahan antara berbagai macam 
lapangan kehidupan, seperti 
kehidupan manusia, alam, arwah-
arwah nenek moyang dan kehidupan 
makluk-makluk lainnya. Adanya 
pemujaan-pemujaan khususnya 
terhadap arwah-arwah dari pada 
nenek moyang sebagai pelindung 
adat-istiadat yang diperlukan bagi  
kebahagiaan masyarakat; 
2. Bercorak Komunal atau 
Kemasyarakatan 
Artinya bahwa kehidupan manusia 
selalu dilihat dalam wujud 
kelompok, sebagai satu kesatuan 
yang utuh. Individu satu dengan 
yang lainnya tidak dapat hidup 
sendiri, manusia adalah makluk 
sosial, manusia selalu hidup 
bermasyarakatan, kepentingan 
bersama lebih diutamakan dari pada 
kepentingan perseorangan. 
3. Bercorak Demokrasi 
Bahwa segala sesuatu selalu 
diselesaikan dengan rasa 
kebersamaan, kepentingan bersama 
lebih diutamakan dari pada 
kepentingan-kepentingan pribadi 
sesuai dengan asas permusyawaratan 
dan perwakilan sebagai sistem 
pemerintahan. 
4. Bercorak Kontan 
Pemindahan atau peralihan hak dan 
kewajiban harus dilakukan pada saat 
yang bersamaan yaitu peristiwa 
penyerahan dan penerimaan harus 
dilakukan secara serentak, ini 
dimaksudkan agar menjaga 
keseimbangan didalam pergaulan 
bermasyarakat. 
5. Bercorak Konkrit 
Artinya adanya tanda yang kelihatan 
yaitu tiap-tiap perbuatan atau 
keinginan dalam setiap hubungan-
hubungan hukum tertentu harus 
dinyatakan dengan benda-benda yang 
berwujud. Tidak ada janji yang 
dibayar dengan janji, semuanya harus 
disertai tindakan nyata, tidak ada 
saling mencurigai satu dengan yang 
lainnya.13 
Pengertian dari istilah adat dan hukum 
adat dalam pandangan masyarakat umum 
sering tercampur. Mereka memandang sama 
antara istilah adat dan hukum adat. Padahal 
keduanya adalah suatu hal yang berbeda. 
Di Indonesia hukum adat diartikan 
sebagai hukum Indonesia asli yang tidak 
                                                             
13 Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-Asas Hukum 
Adat Indonesia, Bandung, Fisip-Unpad, 2008, hal.11-
12 
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tertulis dalam bentuk perundang-undangan 
Republik Indonesia yang di sana-sini 
mengandung unsur agama. 
Adat sering disebut sebagai sebuah 
tradisi yang berlaku di tengah masyarakat 
sehingga dianggap hanya berlaku lokal saja, 
serta pasti tertinggal dengan perkembangan 
jaman dan masyarakat dan terkadang juga 
tidak sesuai dengan ajaran dari agama. Hal 
tersebut dikarenakan adat adalah suatu  
aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di 
masyarakat kecuali menyangkut soal dosa 
adat yang erat berkaitan dengan soal-soal 
pantangan untuk dilakukan (tabu dan 
kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah 
adat budaya, adat istiadat, dan lain-lain. 
Sedangkan Ciri-ciri hukum adat adalah : 
1. Tidak tertulis dalam  perundangan atau 
disebut unwritten law 
2. Tidak tersusun secara sistematis dan 
karenanya tidak dikodifikasi. 
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab 
perundangan. 
4. Tidak teratur dari segi isinya. 
5. Keputusannya tidak memakai 
konsideran (pertimbangan). 
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis 
dan tidak mempunyai penjelasan. 
Hilman Hadikusumah mengatakan 
bahwa hukum pidana adat mempunyai 
beberapa sifat, yaitu: 
1. Menyeluruh dan menyatukan 
Ketentuan-ketentuan dalam hukum 
pidana adat bersifat menyeluruh dan 
menyatukan karena latar belakang 
yang menjiwai bersifat kosmis, 
dimana yang satu dianggap bertautan 
atau dipertautkan dengan yang lain 
maka yang satu tidak dapat dipisahkan 
dengan yang lain.14 
 Hukum pidana adat tidak 
membedakan antara pelanggaran yang 
bersifat pidana yang harus diperksa oleh 
hakim pidana, dengna pelanggaran yang 
bersifat perdata dan harus diperiksa oleh 
hakim perdata. Begitu pula tidak 
dibedakan apaklah itu pelangaran adat, 
agama, kesusilaan atau kesopanan. 
Kesemuanya akan diperiksan dan diadili 
oleh hakim adat sebagai suatu kesatuan 
perkara yang pertimbangan dan 
keputusannya bersifat menyeluruh 
berdasarkan segala factor yang 
mempengaruhinya.15 
2. Ketentuan yang terbuka 
Manusia tidak akan mampu 
meramalkan masa datang, maka 
ketentuan hukum adat tidak bersifat 
pasti. Sifat dan ketentuannya selalu 
terbuka untuk segala peristiwa atau 
                                                             
14 Hilman Hadikusumah, Op.cit, hal.22 
15 Ibid 
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perbuatan yang mungkin terjadi. Yang 
penting dijadikan ukuran menurut 
hukum adat adalah rasa keadilan 
menurut kesadaran hukum masyarakat 
sesuai dengan perkembangan keadaan, 
waktu dan tempat.16 
 Memang hukum ketentuan adat itu 
didasarkan pada tradisi yang menurut 
hukum adat berlaku, tetapi dalam cara 
penyelesaiannya akan selalu terbuka 
dan selalu dapat menerima segala 
sesuatu yang baru , oleh karenanya 
akan selalu tumbuh ketentuan-
ketentuan yang baru.17 
3. Membeda-bedakan permasalahan 
Apabila terjadi pelanggaran maka 
yang dilihat bukan semata-mata 
perbuatan dan akibatnya, tetapijuga 
dilihat apa yang menjadi latar belakang 
dan siapa pelakunya. Dengna alam 
pikiran demikian itu, maka dalam cara 
mencari penyelesaian dan melakukan 
tindakan hukum terhadap sesuatu 
peristiwa menjadi berbeda-beda.18 
 Peristiwa pelanggaran itu dilakukan 
oleh seseorang yang memiliki keturunan 
sebagai anggota kerabat petinggi adat 
atau memiliki keturunan sebagai salah 
satu anggota darah biru maka hukuman 
                                                             
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid, hal.23 
yang diterimanya justru akan lebih berat 
disbanding apabila pelanggaran tersebut 
dilakukan oleh seorang masyarakat biasa. 
4. Peradilan dengan permintaan 
Untuk melakukan peradilan dalam 
memeriksa dan menyelesaikan perkara 
pelanggaran sebagian besar didasarkan 
pada adanya permintaan atau pengaduan, 
adanya tuntutan atau gugatan dari pihak 
yang dirugikan atau diperlakukan tidak 
adil. Oleh karena pemerintahan adat tidak 
mengkhususkan adanya jabatan 
kepolisian,kejaksaan dan kehakiman. 
Walaupun di lingkungan masyarakat adat 
ada tugas penjaga keamanan, fungsi dan 
perantaraannya tidak sama dengan jabatan 
penegak hukum dalam sistem kehakiman 
yang terpisah-pisah.19 
 Artinya dalam masyarakat hukum 
adat, penyelesaian suatu peristiwa 
pelanggaran baru akan ditangani oleh 
petugas hukum adat apabila ada 
permintaan dari para pihak yang terlibat 
dalam pelanggaran tersebut terutama 
pihak yang menjadi korban dari peristiwa 
pelanggaran tersebut.  
 Biasanya peristiwa pelanggaran yang 
mendapat penanganan dari petugas hukum 
adat adalah peristiwa pelanggaran yang 
berat seperti pembunuhan sedangkan 
                                                             
19 Ibid, hal.24 
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peristiwa pelanggaran yang dianggap 
kecil tidak akan mendapat penanganan 
dari petugas hukum adat seperti 
misalnya penghinaan. 
5. Tindakan reaksi dan koreksi 
Dalam hal petugas hukum adat 
melakukan tindakan reaksi dan koreksi 
dalam menyeleswaikan akibat peristiwa 
yang telah mengganggu keseimbangan 
masyarakat dengan maksud 
mengembalikan keseimbangan 
sebagaim,ana smeula, tidak saja dapat 
bertindak terhadap pelakunya, tetapi 
juga dapat dikenakan 
pertanggungjawaban terhadap keluarga 
atau kerabat pelaku atau juga mungkin 
diperlukan membebankan kewajiban 
kepada masyarakat bersangkutan atua 
seluruhnya untuk mengembalikan 
keseimbangan dengna jalan mengadakan 
upacara selamatan desa dan lain-lain. 
 Hal ini selaras dengan keberadaan 
norma hukum dalam masyarakat yang 
diperjelas dengan keberadaan asas 
legalitas dimana untuk bisa dipidana 
seseorang atas perbuatan jahat yang 
dilakukannya maka perbuatan tersebut 
harus ada dasar hukumnya dan terlebih 
lagi harus ada sanksi pidana terhadap 
perbuatan yang melanggar aturan hukum 
tersebut. 
 Tindakan reaksi atau koreksi yang 
diberikan terhadap berbagai peristiwa 
pelanggaran di lingkungan msyarakat 
hukum adat di Indonesia, sebagaimana 
disampaikan Soepomo, dapat berupa 
tindakan sebagai berikut: 
1. Pengganti kerugian immaterial dalam 
pelbagai rupa seperti paksaan menihai 
gadis yang telah dicemarkan 
2. Pembayaran uang adat kepada orang 
yang terkena, yang berupa benda yang 
sakti sebagai pengganti kerugian 
rohani 
3. Selamatan untuk membersihkan 
masyareakat dari segala kotoran gaib 
4. Penutup malu, permintaan maaf 
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga 
hukuman mati 
6. Pengasingan dari masyarakat serta 
meletakkan orang di luar tata hukum20 
Adapun penyebab terjadinya delik adat 
terdiri dari beberapa: 
1. Dilanggarnya tata tertib adat 
Tata tertib adalah ketentuan-
ketentuan adat yang bersifat tradisionil 
yang harus ditaati oleh setiap orang 
dalam pergaulan hidup bermasyarakat. 
Termasuk di dialamnya ketentuan-
ketentuan yang bersifat adat 
sebenarnya adat, adat istiadat, adat nan 
                                                             
20 Ibid, hal.25 
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diadatkan dan adat nan teradat yang 
meliputi berbagai bidang yang 
campur aduk tidak terpisah-pisah 
seperti ketentuan tentang tata 
kemasyarakatan, tata kekerabatan, 
tata perkawinan, tata kewarisan, 
pertanahan, peladangan, perkebunan, 
peternakan, lalu lintas dan lain-
lain21. 
 Pelanggaran terhadap semua 
tata tertib yang berlaku di 
masyarakat itulah yang 
menyebabkan terjadinya delik adat 
dan mengharuskan dilakukannya 
tindakan reaksi atau koreksi atau 
pelaku yang melakukan pelanggaran 
terhadap tata tertib adat tersebut. 
2. Keseimbangan masyarakat terganggu 
Sesuai dengan salah satu sifat dari 
masyarakat hukum adat sebelumnya, 
bahwa masyarakat hukum adat 
bercorak religious magis, artinya 
segala sesuatu dikaitkan dengan 
keseimbangan dunia nyata dan dunia 
yang tidak nyata.  
 Keseimbangan dalam 
kehidupan masyarakat akan menjadi 
terganggu dikarenakan peristiwa 
yang terjadi bertentangan dengan 
rasa keadilan dan kesadaran hukum 
                                                             
21 Ibid 
masyarakat menurut waktu, tempat 
dan keadaannya. Keseimbangan itu 
dapat dibedakan antara keseimbangan 
umum, keseimbangan masyarakat 
pada umumnya dan keseimbangan 
kelompok masyarakat, keseimbangan 
kerabat atau keluarga. 22 
 Terjadinya delik adat adalah 
suatu peristiwa yang membuat 
keseimbangan yang beragam tersebut 
menjadi terganggu sehingga 
memerlukan tindakan reaksi atau 
koreksi untuk membuat keseimbangan 
masyarakat yang terganggu tadi 
menjadi kembali kokoh. 
 Terjadinya delik adat ada yang 
sifatnya bertentangan dengan rasa 
keadilan umum, bertentangan dengan 
asas kesamaan hak dan kerukunan 
yang umum, da nada yang hanya 
bertentangan dengan hak-hak 
kerukunan kekerabatan, kekeluargaan 
atau perorangan.23 
Keberlakukan hukum pidana adat 
dengan penerapan sanksi adatnya selama ini 
memang terbatas pada lingkungan masyarakat 
hukum adat yang menganutnya. Saat suatu 
kelompok masyarakat adat memiliki ciri dan 
corak sebagai masyarakat hukum adat sesuai 
                                                             
22 Ibid,hal.27 
23 Ibid  
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dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebagai hukum positif di Indonesia 
maka selama itu pula peraturan yang 
berkaitan dengan penerapan sanksi pidana 
adat akan tetap bisa diberlakukan. 
Indonesia sudah mengenal hukum 
pidana sebagai bagian dari hukum positif 
dan merupakan perwujudan dari sistem 
hukum nasional akan tetapi di banyak 
tempat di berbagai wilayah Indonesia masih 
diberlakukan penerapan sanksi pidana adat 
sebagai tindakan reaksi atau koreksi saat 
terjadi peristiwa pelanggaran adat di daerah 
tersebut. 
Penerapan sanksi pidana adat 
diberlakukan karena walaupun hukum 
pidana nasional sudah mengatur hampir 
keseluruhan perbuatan pidana baik yang 
termuat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana atau KUHP maupun yang 
tersebar di berbagai peraturan pidana 
lainnya, akan tetapi ternyata kemampuan 
hukum pidana tersebut hanya terbatas 
konteks pengadilan saja serta tidak akan 
dapat melayani semua kepentingan rasa 
keadilan masyarakat di seluruh wilayah 
Indonsia. Sehingga tetap , masih dan selalu 
dibutuhkan adanya upaya-upaya dari 
masyarakat hukum adat untuk dapat 
memulihkan kembali keseimbangan 
masyarakat adat mereka yang terganggu 
akibat terjadinya peristiwa pelanggaran adat. 
Menurut Van Vollenhoven dalam Imam 
Sudiyat, terdapat perbedaan pokok aliran 
antara sistem hukum pidana nasional dengan 
sistem hukum delik adat dengan penerapan 
sanksi adatnya (HDA).24 
Perbedaan tersebut yaitu: 
1. Dari segi yang dapat dipidana 
Hukum pidana nasional hanya dapat 
menghukum badan pribadi berupa 
manusia atau orang atau person 
artinya sanksi pidana dalam hukum 
pidana nasional hanya diberlakukan 
kepada seseorang yang memang 
melakukan perbuatan pidana tersebut. 
Sedangkan dalam hukum pidana adat 
atau delik adat, seringkali yang 
diwajibkan untuk menerima sanksi 
pidana adat terutama bila berkaitan 
dengan tindakan reaksi atau koreksi 
yang berwujud pembayaran denda 
atau ganti rugi adalah kerabat yang 
melakukan perbuatan pelanggaran 
adat tersebut.  
2. Dari segi dolus dan culpa 
Hukum pidana nasional menyatakan 
bahwa seseorang hanya dapat dipidana 
bila melakukan suatu perbuatan 
                                                             
24 Imam Sudiyat, Hukum Adat;Sketsa Asas, Cet,II, 
Yogyakarta, Liberty, 1981, hal.181-187 
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pidana dengan sengaja atau dolus 
atau karena kelalaian atau culpa dan 
mempunyai kesalahan. Sedangkan 
dalam hukum pidana adat dengan 
penerapan sanksi pidana adatnya 
terkadang ada jenis pelanggaran 
yang memang hanya dapat dilakukan 
dengan sengaja dan tidak mungkin 
ada culpa di dalamnya seperti incest 
atau pencurian serta terkadang ada 
pelanggaran hukum adat yang tidak 
memerlukan pembuktian akan 
adanya suatu kesalahan dari 
perbuatan pelanggaran tersebut. 
3. Dari segi kepentingan yang dilanggar 
Hukum pidana nasional menyatakan 
bahwa semua tindakan atau 
perbuatan pidana atau delik 
merupakan suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum yang 
dibuat oleh Negara  sehingga setiap 
delik adalah suatu persoalan yang 
dialami oleh Negara dan harus 
diatasi oleh Negara bukan persoalan 
orang perorangan yang terlibat dan 
menjadi korban dari perbuatan 
pidana tersebut 
4. Dari segi pertanggungjawaban 
Hukum pidana nasional akan 
memberikan sanksi pidana hanya 
kepada pelaku tindak pidana yang 
memang dapat 
dipertanggungjawabkan saja. 
Sedangkan dalam hukum pidana adat, 
walaupun pelaku pelanggaran adat 
tidak dapat dipertanggungjawabkan 
terkadang ada beberapa sanksi pidana 
adat yang akan dijatuhkan kepada 
pelaku perbuatan pelanggaran adat. 
5. Dari segi posisi social 
Penerapan hukum pidana nasional 
dijatuhkan kepada semua orang tanpa 
ada perbedaan. Sedangkan dalam 
hukum pidana adat, terkadang besar 
atau kecilnya sanksi pidana adat akan 
dilihat dari status atau kedudukan si 
pelaku di dalam masyarakat.  
6. Dari segi menghakimi sendiri 
Hukum pidana nasional melarang 
orang untuk melakukan tindakan main 
hakim sendiri dalam menindak pelaku 
tindak pidana melainkan harus 
menyerahkan kepada aparat petugas 
hukum. Sedangkan hukum pidana adat  
dalam penerapannya terkadang 
mengizinkan pihak yang menjadi 
korban untuk memberikan sanksi 
pidana adat secara langsung kepada 
pelaku pelanggaran adat. 
7. Dari segi penilaian barang 
Hukum pidana nasional tidak 
memberikan perbedaan atas nilai suatu 
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barang sehingga secara teori 
pencurian terhadap setangkai bunga 
sama beratnya dengan mencuri 
sepotong perhiasan emas. Sedangkan 
dalam hukum pidana adat, pencurian 
yang dilakukan terhadap harta atau 
barang yang merupakan warisan 
leluhur apalagi barang adat maka 
sanksi pidana adatnya akan lebih 
berat disbanding mencuri barang 
biasa. 
8. Dari segi penyertaan dalam delik 
Hukum pidana nasional memang 
memberikan sanksi pidana kepada 
semua pelaku tindak pidana yang 
terlibat. Akan tetapi sanksi yang 
diterima para pelaku akan berbeda-
beda tergantung dari peranan si 
pelaku dalam tindak pidana tersebut. 
Sedangkan dalam hukum pidana 
adat, sanksi pidana yang diterima 
semua pelaku yang terlibat dalam 
pelanggaran adat adalah sama. 
9. Dari segi percobaan yang dapat 
dipidana 
Hukum pidana nasional memberikan 
sanksi terhadap perbuatan percobaan 
melakukan tindak pidana. Sedangkan 
hukum pidana adat tidak 
memberikan sanksi pidana adat 
kepada percobaan melakukan 
pelanggaran adat. Karena sanksi 
pidana adat hanya akan dijatuhkan jika 
terjadi akibat yang dapat 
menimbulkan gangguan 
keseimbangan masyarakat. 
Penjelasan umum pada Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
atau UUD 19454 memberikan petunjuk 
bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 
tersebut merupakan penjelasan lebih lanjut 
terkait pokok-pokok pikiran dari pembuatnya 
yang didalamnya terdapat pelaksanaan dari 
cita-cita hukum (rechtsidee) dari hukum dasar 
negara. 
Sedangkan Penjelasan UUD 1945 terkait 
bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 45 
memberikan ketegasan bahwa Pembukaan 
UUD 1945 adalah norma dasar atau 
Grundnorm dalam keberadaan hierarki atau 
tingkatan dari  Tata Hukum Indonesia dan 
pada akhirnya ia menjadi sumber hukum 
(welbron) dari Tata Hukum Nasional. 
Lalu apa kaitan keberadaan UUD 1945 
yang merupakan cita-cita hukum dengan 
keberadaan hukum pidana adat melalui 
penerapan sanksi pidana adatnya? Ternyata 
cita-cita hukum atau Rechtsidee merupakan 
suatu perbuatan yang menyatukan semua 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan 
memegang peranan penting dalam hidup 
mereka yang mana dipengaruhi oleh 
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keberadaan dasar hidup yang diyakini oleh 
kelompok masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan. Cita-cita hukum atau 
rechtsidee yang merupakan perwujudan dari 
pokok-pokok pikiran yang termuat dalam 
Pembukaan UUD 1945 sedangkan 
keberadaan pokok-pokok pikiran dalam 
Pembukaan UUD 1945 itu sendiri 
merupakan perwujudan dari nilai-nilai asli 
masyarakat Indonesia. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 
yang merupakan norma dasar atau 
grundnorm dalam tingkatan atau hierakhi 
Tata Hukum Indonesia tidak lain merupakan  
penjabaran dari nilai-nilai Adat bangsa 
Indonesia itu sendiri. 
Seminar Hukum Adat dan Pembinaan 
Hukum Nasional yang diselenggarakan 
BPHN dan UGM tahun 1975 di Yogyakarta 
menyimpulkan :  
1. Hukum adat adalah hukum Indonesia 
asli yang tidak tertulis dalam bentuk 
perundang-undangan Republik Indonesia 
yang disana-sini mengandung unsur-
unsur agama; 
2. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan 
asas-asas hukum dari hukum adat untuk 
dirumuskan dalam norma-norma hukum 
yang memenuhi kebutuhan masyarakat; 
3. Penggunaan lembaga-lembaga hukum 
adat yang dimodernisir dan disesuaikan 
dengan kebutuhan zaman; 
4. Memasukkan konsep-konsep 
dan asas-asas hukum adat ke dalam 
lembaga-lembaga hukum baru; 
Di dalam pembinaan hukum harta 
kekayaan nasional, hukum adat merupakan 
salah satu unsur, sedangkan di dalam 
pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum 
kewarisan nasional, hukum adat merupakan 
intinya. Melalui terbentuknya hukum nasional 
yang jelas-jelas bersumberkan pada hukum 
adat, berarti kedudukan dan peranan hukum 
adat itu telah terserap di dalam hukum 
nasional25 
Dengan demikian, kedudukan hukum adat 
merupakan salah satu sumber penting untuk 
memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan 
hukum nasional yang menuju pada unifikasi 
hukum dan yang terutama akan dilakukan 
melalui pembuatan peraturan perundang-
undangan dengan tidak mengabaikan tumbuh 
dan berkembangnya hukum kebiasaan dan 
pengadilan dalam pembinaan hukum26 
2. Kepastian Hukum Terkait Penerapan 
Sanksi Pidana Adat 
                                                             
25 I Gede A.B.Wiranata, Hukum Adat Indonesia; 
Perkembangannya dari Masa ke Masa, Bandung, Citra 
Aditya Bakti, 2005, hal.52-53 
26 Ibid, hal.53 
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Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 
dengan adanya perumusan asas legalitas 
yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum 
tidak tertulis atau hukum yang hidup di 
dalam masyarakat sama sekali tidak 
mempunyai tempat sebagai sumber hukum 
yang positif. Dengan perkata lain, adanya 
Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana 
tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di 
masyarakat, sering “ditidurkan atau 
dimatikan”. Semasa zaman penjajahan, 
ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis 
itu masih dapat dimaklumi karena memang 
sesuai dengan politik hukum Belanda pada 
saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila 
kebijakan itu juga diteruskan seusai 
kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 
KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang 
hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap 
secara utuh kepermukaan, khususnya dalam 
praktek peradilan pidana maupun dalam 
kajian akademik di perguruan tinggi. 
Selanjutnya, berarti tidak pernah 
berkembang dengan baik “tradisi 
yurisprudensi” maupun “tradisi 
akademik/keilmuan” mengenai hukum 
pidana tidak tertulis itu. Kalau toh ada, 
hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan 
(sekali lagi) “tidak utuh” atau “tidak 
lengkap”. 27 
                                                             
27 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek 
 Penerapan sanksi pidana adat yang 
merupakan bagian dari hukum pidana adat 
tidak mengenal sistem peraturan yang statis. 
Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum 
pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap 
peraturan hukum adat timbul, berkembang 
dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya 
peraturan baru, sedang peraturan baru itu 
berkembang juga, tetapi kemudian akan 
lenyap pula dengan adanya perubahan rasa 
keadilan yang menimbulkan perubahan 
peraturan. Begityu seterusnya, keadaannya 




1. Keberadaan sanksi adat dalam hukum 
pidana nasional merupakan suatu 
pemikiran mendasar yang diwujudkan 
dalam konteks peraturan perundang-
undangan nasional Indonesia. 
2. Kepastian hukum sanksi adat dalam 
hukum pidana nasional tidak bersifat statis 
seperti halnya hukum positif Indonesia. 
Hal itu dikarenakan sanksi adat yang 
menjadi bagian dari hukum pidana adat 
lahir, berkembang dan kemudian lenyap 
                                                                                              
Pengembangan Ilmu Hukum Pidana ; Menyongsong 
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Fak.Hukum Undip, Semarang, 
1994, hal.25 
28 Imam Sudiyat, Op.cit, hal.177 
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